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Mﬁnimbang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 te

PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ $4¢ /Kpts/BPT-PS/2014

TENTANG

IENTIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR

SELATAN
BUPATI PESISIR SELATAN,

. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota

Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008-2014,
telah dipilih kembali Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Ampang Pulai Periode Tahun 2014-2020 melalui musyawarah
tanggal 8 Juni 2014;

. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 140/159 /CMT-TRS/VI-2014, tanggal 18
Juni 2014 perihal Banan Pembentukan Bamus Nagari, perlu

pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan

Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Pemberhentian
dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulaj

ge{::amatan Koto XI Tarusan dengan Keputusan Bupati Pesisir
elatan;

tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
_ e
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor et

(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 195

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Le

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, T '
L] L] o b | a
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); moahan Lembaran

Daerah (Lembaran Negara Republj
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12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

Undan&l"U”dﬂng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Leml;jaal'::g
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20{35 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian -
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2007 teritang Pemerintahan Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun

2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

34 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS

NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang
tata cara Pembentukan Badan

Permusyawaratan N ‘
NAGARI ); Y agari ( BAMUS
MEMUTUSKAN :
Memberhentikan dengan hormat k
canggot
Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Ampanggpu?:? 3 Badan
12{85{; Xl Tarusan  Kabupaten Pesisir Selat arnan
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